
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 51 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 
 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 3), perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 
    

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
    

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
    

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
    

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
    

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
    

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
    
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
    

  12. Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
    

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



  14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2007 Nomor 66); 
    

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19  

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012  Nomor 19); 
    
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 13); 
    

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2014 Nomor 3); 
    

  18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 68); 
    

  19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah  

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 46); 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2013. 

        

                     Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri dari : 

a. pendapatan:       

1. pendapatan asli daerah Rp.   56.946.464.677,58 

2. dana perimbangan Rp. 493. 360.679.703,06  

3. lain-lain pendapatan yang sah Rp.   34.154.546.190,00 

 

jumlah pendapatan  Rp. 584.461.690.570,64 

 

b. belanja: 

1. belanja tidak langsung : 

a) belanja pegawai  Rp. 198.504.363.534,00 

b) belanja bunga  Rp.                              - 

c) belanja subsidi  Rp.                              - 

d) belanja hibah  Rp.   13.765.960.900,00 



 

e) belanja bantuan sosial  Rp.      7.534.515.000,00 

f) belanja bagi hasil  Rp.    41.617.917.309,00 

g) belanja bantuan keuangan  Rp.         299.980.600,00 

h) belanja tidak terduga  Rp.           22.000.000,00                         

 

      jumlah belanja tidak langsung Rp.  261.744.737.343,16 

 

2. belanja langsung : 

a) belanja Pegawai  Rp.    45.733.783.770,00 

b) belanja barang dan jasa Rp.  111.938.164.263,00 

c) belanja modal  Rp.  177.461.674.097,00 

 

      jumlah belanja langsung Rp.  335.133.622.130,00 

 

      surplus/defisit Rp.  (12.416.668.902,52) 

c. pembiayaan : 

1. penerimaan                 Rp. 170.939.860.049,57 

2. pengeluaran                 Rp.     9.556.908.800,10 

 

            jumlah pembiayaan netto Rp.  161.382.951.249,47 

 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.  148.966.282.346,95 

 

 
 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

 
 
 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 



Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

 

 
 

   Ditetapkan di Manggar 

   pada tanggal 18 Agustus 2014 

 

   BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

              ttd 

 

   BASURI TJAHAJA PURNAMA 
 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 19 Agustus 2014 

 

    SEKRETARIS DAERAH 

      KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

   ttd 

            TALAFUDDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 51  

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 
AMRULLAH, SH 

Penata(III/c) 

NIP. 19710602 200604 1 005 

 


